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PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 15 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2011 
TENTANG LAYANAN PENGAOAAN BARANG/ JASA SECARA 

ELEKTRONIK ( LPSE ) KABUPATEN SEMARANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan · 
Barang/ Jasa pemerintah, perlu dilaksanakan 
pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan Bupati 
membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara 
Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi Unit Layanan 
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa secara 
elektronik; 

c. bahwa sehubungan dengan perlunya penambahan 
ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Layanan Pengadaan 
Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten 
Semarang, maka dipandang perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara 
Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu ditetapkan dengan Peraturan, Bupati Semarang; 

1. Undang-Unp.ang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daeJTah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 



2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ,2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); . 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah . 
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ' 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo:nesia 
Nomor 4539); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473'7); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ·2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pre·siden 
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali d1ubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Daerah; 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor l); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1.3); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 
Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan : yang 
Menjacli Kewenangan Pemerintahan Daerali 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah clan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Norri.or 1 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 7 Tahun :2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat De·wan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas 
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, 
Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan 



Daerah Kabupateh Semarang Nomor 19 Tahun '2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat; 
Lembaga Teknis Daerah, dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 18) sebagaimana telah d~ubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sem~rang 
Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Perubahan : A ta$ 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang N omor 4); 

28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun ·2010 
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 
LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA 
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN SEMARANG. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten 
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 11) 
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembentuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepalq. 
Daerah Kabupaten Semarang. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat ~KPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran / Pengguna Barang. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujuai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disiµgkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ,yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/ SKPD/Institusi lainnya yang 
prosesny9-- dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa. 

10. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement adalah 
pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan mengguriakan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah unit kerj9-- yang dibentqk untuk menyelenggarakan sistem 
pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (SPSE). 

12. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE 
adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi 
SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh ,LKPP 
untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya. 

13. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP 
adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksan.akan 
pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Daerah/Institusi 
Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat 
pada unit yang sudah ada. 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kementrian/Lembaga/SKPD atau Pejabat yang disamakan ·pada 
Institusi lain Pengguna APBN/ APBD . 

. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa. 

1 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/ J asa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 



18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseora,ngan 
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultanjjasa 
lainnya. 

19. Administrator . Pusat Pelayanan Elektronik adalah administrator 
tertinggi sistem informasi LPSE yang dapat bertindak pula sebagai 
Administrator Agency. 

20. Administrator Sistem adalah personil yang melaksanakan 
pemeliharaan keamanan jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi 
server, dan monitoring server LPSE. 

21. Administrator Jaringan adalah personil yang melaksanakan 
pemeliharaan Jaringan dan Akses Internet di LPSE. 

22. Administrator Agency adalah personil yang melaksanakan 
pemeliharaan Data base LPSE, melaksanakan pengadministrasian 
data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi LPSE serta 
koordinasi kepada agency di SKPD dan kabupaten/kota; 

23. Help Desk adalah personil yang melaksanakan penjelasan dan 
pelayanan atas berbagai hal menyangkut LPSE kepada ULP / Pejabat 
Pengadaan, PA/KPA/PPK dan Penyedia/Rekanan/Vendor · baik 
langsung, melalui telepon, maupun e-mail dan tanya jawab di web 
LPSE. 

24. Trainer adalah personil yang melaksanakan bimbingan teknis aplikasi 
LPSE kepada ULP/Pejabat Pengadaan, PA/KPA/PPK, administrator 
agency clan Penyedia/Rekanan/ Vendor serta melaksariakan 
pendampingan kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator agency 
dan Penyedia/ Rekanan/Venclor. 

. 25. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk 
mendapatkan kode akses (User ID dan password) ke dalam sistem 
aplikasi LPSE. 

26. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasq. 
oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses 
registrasi yang meliputi persetujuan password dan penyampaian 
notifikasi persetujuan. 

27. Verifikator adalah personil pada LPSE yang melaksanakan proses 
penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui 
mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi yang 
meliputi persetujuan password dan penyampa1an notifikasi 
persetujuan. 

28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi clan nepotisme dalam 
pengadaan barang/ jasa. 

29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri · atas 
informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan 
informasi elektronik lainya yang digunakan sebagai alat verifikasi dart 
otentikasi. 

30. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibua( 
diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/ atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. · 

31. Massage Digest 5 (MD5) adalah suatu metodologi memberikan jaminan 
· bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen 

elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' 
atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut. · 



32. Certificate Authority (CA) adalah perangkat yang memberikan jaminan 
keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun pejabat 
pengadaan/ULP. 

33. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna 
SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE. _ 

34. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh 
Pengguna LPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE. 

35. Kode Elektronik atau Hash Key adalah angka, huruf, simbol, karakter 
lainnya atau korrtbinasi dianta ranya yang merupakan kunci untuk 
dapat mengakses komputer dan/ a tau sis tern elektronik lain ya. · 

36 . Publik adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat 
untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa. 

37. Institusi Lain adalah adalah lembaga/instansi lain yang secara 
struktur di luar Pemerintah Daerah. 

38 . Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disingkat Apendo 
adalah aplikasi untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan 
yang di dalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) 
yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 
terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi . 

39. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak 
a kses kepada SPSE direpresentasikan oleh User 1D dan Password 
yang diberikan oleh LPSE. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Semarang 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 30 - 01 - 2012 

:,: ...... "". 
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Ditetapkan di Ungaran 
30 - 01, .:/0/2 
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TA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 15 . 


